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FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



Jakarta, 22 November 2018

Kepada Yth :
Ibu Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas No. : ST/066/X1/2020/FH-UBJ tanggal 19 November 2018,
tentang melaksanakan tugas untuk menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Praperadilan No.
159/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 22
November 2018.

Bahwa setelah melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Tugas Dekan
tersebut di atas, bersama ini Kami laporkan bahwa kami telah melaksanakannya tugas
dimaksud dengan Baik sesuai dengan Surat Tugas tersebut di atas, untuk melengkapi
laporan ini kami lampirkan :

1. Surat Tugas No : ST/066/X1/2018/FH-UBJ tanggal 19 November 2018;
2. Affidavit dari Saksi Ahli:

Saya mengucapkan terimaksih kepada Dekan yang telah menugaskan Saya selaku Saksi Ahli
dalam Perkara tersebut.

Demikian laporan Saya ini dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, semoga keberadaan
kita selaku Saksi Ahli dalam perkara dimaksud dapat bermanfaat bagi masyarakat pencari
keadilan. dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semakin dirasakan
keberadaannya di tengah masyarakat.

Salam Hormat

DR. (¢) Yulianto Syahyu, SH. MH.
NIDN. 0328106604



AFFIDAVIT
PERKARA PRAPERADILAN
PERKARA No. 159/Pid.Pra.2018/PN.Jkt.Sel

Saksi Ahli:
DR. (c) Yulianto Syahyu, SH., MH.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya DR. (c) Yulianto Syahyu S.H., M.H.
(Curicullum Vitae: terlampir), Berdasarkan Permohonan dari Drs H. Akmal Ahmad
selaku Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukumnya Zulfikar M. Rio, SH. MH. dalam
perkara Permohonan Praperadilan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar
dibawah register perkara No. 159/Pid.Pra/2018. pertanyaan yang diajukan oleh yang
bersangkutan/Kuasa hukumnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk proses peralihan saham oleh pemegang saham suatu
perseroan terbatas ?

Peralihan saham dapat berupa jual beli atau hibah, semua tentu harus
persetujuan dan kehendan pemegang saham tersebut dan kalau itu PT tertutup harus
melalui RUPS.

2. Bagaimana Jika peralihan Saham perseroan tanpa sepengetahuan pemilik walupun
yang bersangkutan pemegang Saham minoritas ?
Dalam hal ini tentu harus kita telusuri, pemegang saham minoritas tersebut
juga dilindungi Undang-Undang. Jika ada peralihan hak atas saham tanpa
sepengetahuan pemiliknya maka ini data dikategori tindak pidana
penggelapan.

3. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Administrasi dan apa yang diharapkan
dari penegakan hukum Tindak Pidana Administrasi tersebut ?

Hukum Pidana Administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-
pelanggaran hukum administrasi (Barda Nawawi). Sedangkan menurut Indriyanto
Seno Adji, “Dalam konteks hukum Pidana, Administrative Penal Law adalah semua
produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup administrasi (Negara)
yang memiliki Sanksi Pidana. Seperti UU Perpajakan, Keuangan dan Perbendaharaan
negara, Ketenagalistrikan, Kepabeanan serta Cukai dan lain-lain.

Yang diharapakan dari penegakan hukum Tindak Pidana Administrasi adalah
untuk menertibkan penyelenggaraan adimisitrasi negara, serta memberikan sanksi
berupa pencabutan izin atau berupa denda untuk mengembalikan kerugian Negara
yang timbul akibat suatu pelanggaran administrasi.

4. Apa yang dimaksud dengan kerugian Negara dari perspektif korporasi ?, siapa
yang berhak menghitung kerugian Negara menurut Peraturan Perundang-
undangan ?



Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan

barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum yang disengaja maupun lalai”.

Selanjutnya, menurut Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“vang dimaksud Secara Nyata ada kerugian keuangan Negara adalah

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi

yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Oleh karenanya bukti-bukti tertulis berupa data-data secara sepihak oleh toke
pedia yang disajikan dan di sampaikan dimuka persidangan pada saat keterangan
saksi dari pihak tokopedia tidaklah serta merta dianggap kebenarannya, meskipun
dilakukan bidang keuangan bea cukai sekalipun, apalagi oleh seorang dosen yang
menjarkan tentang bea cukai, karena pemeriksaan atas kerugian negara tersebut
harus dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai Undang-Undang yang berlaku
guna terpenuhinya hasil audit kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, siapa pejabat atau lembaga yang
berhak menghitung kerugian Negara ?

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 23 E UUD 1945, dan dipertegas lagi dalam UU
No. 15 tahun 2006 tentang KPK, pada Pasal 10 ayat 1 :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan

oleh perbuatan yang melawan hukum baik yang sengaja maupun yang lalai

yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan

lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Kemudian kewenangan yang dimiliki oleh BPK tersebut tidaklah mutlak, halmana

kewenangan BPK tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung Berdasarkan SEMA No. 4

tahun 2016 :
“..yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara
adalah BPK, yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi
lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap
berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara.
Namun tidak berwenang menyatakan atau men-deciare adanya kerugian
keuangan Negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan
dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara.”

Jika ada Peraturan tentang perhitungan kerugian negara yang sangat jelas
ketentuannya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 156 Tahun 2018
dibandingkan dengan PMK No. 146/2017 terutama tentang rinci tekhnis
penerapannya, mana peraturan yang akan dipakai dalam penerapannya ?

Dalam hal ini tentu kita mengacu ke azas hukum “Lex Posterior derogat Lex
Priori”, bahwa hukum vyang terbaru mengenyampingkan hukum yang terdahuiu
(lama). Bahwa PMK No. 2017 dengan segala kekurangan dan kelemahannya telah
disempurnakan oleh PMK no. 156 Tahun 2018, sehingga dalam penetapan denda jika



terjadi kerugian Negara atas pelanggarnya yang dilakukan oleh siapapun adalah
PMK No. 156 Tahun 2918.

Disampimh itu bahwa dalam hukum pidana ada asas yang kita kenal yaitu
asas non-retroaktif, maksudnya yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari
suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van
Wetgeving voor Indonesie. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi
dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan
pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Menurut pendapat saya hal tersebut jelas dan terang didalam hukum pidana
dikenal adanya asas non retroaktif atau yang dikenal dengan hukum tidak boleh
berlaku surut. Menurut pendapat saya pengembangan suatu kasus dibenarkan
menurut undang-undang, namun demikian tempus delicty dan locus delicty nya
harus jelas dan terang sesuai dengan peristiwa hukum yang disangkakan atau
didakwakan terhadap si pelaku.

Selanjutnya ada asas hukum pidana yang kita kenal dengan asas RUBRICA
NON EST LEX vyaitu menentukan apabila terdapat 2 aturan hukum vyang
bertentangan, dimana salah satunya secara lisan sedangkan yang satunya secara
tertulis atau yang satunya diatur dalam perundangan yang hirarkinya lebih tinggi.
Maka aturan yang digunakan adalah aturan yang tertulis dan hirarkinya lebih tinggi.

Maka menurut pendapat saya KEPMEN No. 156/PMK.010/2018. Yang lebih
tepat diterapkan pada peristiwa hukum ini.

Demikian pendapat hukum dengan keterangan tertulis ini disampaikan sesuai dengan
keahlian saya, terimakasih.

Hormat saya,

DR (¢) Yulianto Syahyu, SH., MH.



